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BUPATI WONOSOBO

PROVINSI JAWA TENGAT

PLRATURAN BUPATE WONOTO)
NOMOIR 3ip TAFIUN 2014

TIENTANG

PINYRLENGOARAAN RiEKLAMIC

DEENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO.
bahwa dalam rangka tertib penycelenggaraan reklame agar

derwujud o keraplian,  keindabon dan tidak o menggange

kepentingan umum maka perlu mengatur penyclenggaraan
reklame;

bahwa berdasarkan pertimbanean  schagaimana. terschut
pada huruf a perlu membentak Peraturan Bupat tertang
Penyelenggaraan Reklame;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 lzntang
Pembentukan Dacrah-dacral. Kabupaten Dalam
Linglcungan Propinst dawa Tengaly:

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupst,
kolusi, Dan  Nepotisme  (Lenibaran Negara  Repunlik
indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Undang-Undang Nomor 38 Taliun 2004 lentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia
Nomor 4444); '
Undang-Undang Nomor 20 Tohon 2007 tentang Penadaan

Negara Republik Indonesia Nomor 38517);

Ruang (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undong Undang Nomor 28 ‘iahun 2000 (eniang Pajolk
Dacrah Dan Relribust Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahen Lembaran
Negara Republik indoncesia Nomor 5055);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang

Pembentukan Peraturgn Perundang undangan {(ombaran

Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



Tambahan Lembaran Negara iKepublik ndonesia Nomor
5234);

7. Undang Undang' Noemor 23 Tohun 2014 (entang
Pemerintahan  Dacrah (Lemibaran Negara  Republik
indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nonwor 5587) schagaimana telan
dinbah dengan Peraturan Pemorintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
dndang-Undang  Nomor 235 Tabhun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara  Republik

,

Indoncsia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

S Peraturan Pemevintabh Nomor 79 Toalhan 2000 (entang
Vedoman Pembinaan Dan Poeovcawasan Penvelenggaraan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik inconesia
‘Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45955

G Peraturan Pemerintah Nomor 38 ‘Tahun 2007 tentang
Pembnagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemcerintah,
Pemerintahan Dacrabhy Provins: Dan Pemerintah Dacrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara
Republile Indonesia Namor 47387,

10, Peraturan Dacrah Kabupaten Wonnsobo Nemor 11 Tahun
2010 tentang Pajak Dacrah (Leinbaran Dacrah Kabupaten
wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Wonosobo Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan . PIRATURAN BUPATI TENTANC PENYELENGGARAAN

RitkLAMIC.

A3 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan

1.
2.

5.

Bupati adalah

Dacrah adalah Kabupalen Wonosobo.
Pemerintah Dacrah adalah Bupat dan Perangkat Dacrah sebagai unsur
penyelenggara pemerimtlohan Dacrah,

Bupati Wonosobo.
Reklame adaluh benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk  lujuan.  komersial  memnpearkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untulk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan yung dapatl dilibat, dibaca,
didengar, dirnsakan, dan/ataw dintkmati oleh trmum.
Izin Penycelengearaan  Reklame  yang sclanjutnya disebul [zin Reklame
adalah izin yang diberikan olch  Pemeriniah Dacrah  dalam  rangka
pemasangan Roklame.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1G.

20,

21.

22.

23.

Penyelenggara  Reklame adalah perorangan atau badan  yang
menvelengearaban rcklame untuk dan atas nooumanya sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadt tanggungannya.

Titik Lokast adalah titik/tempat dimana Rekianne dipasang.
Panggung/lLokas) Reklame adalah suate sarana atau tempat Demasangan
satu atau beberapa buah Reklame.

Kas Dacrah adalah Kas Pemerintah Daerah. ‘

Pejabat adalah pegawal yang dibert tugas tertentu di bidang pajak dacrah
sesual dengan peraturan perundang-undangai.

CPajak Dacral adalah kontribusi wigib kepada Dacrah vang terutang oleh

orang pribadi atau Badan yang bersilal memaksa berdasarkan Undang-
Undang, denedn tidok mendapat nimbalan sccarn Iingsung dan digunakan
untuk keperiuan Dacrah bagi scbesar-besarnya kemakmuran rakyal.

Pajak Reklame yang sclanjulnya discbut Pajulk adalah Pungutan Dacrzah
atas Penycelernevaraan Reklame.

Reklame  papan/  billboard adalah reklame viang terbuat dari papan,
codlibrete, vingle termasuk seng ata bahaon Indo vange, sejenis dipasang oot
digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunarn.
Reklame megation/ videotron/ large electronic di=play (LED) adalah reklame
yvang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau
iklan bersingr dengan gambar dan ataw tulisan berwarna yang dapel
boerubah abair topogroon don difunesikan deneon listrilk,

Reklame kain adalah reklame yang diselenggar kan dengan menggunakan
bahan kain, rcrmasuk kertas, plastik, karet caeaa hahan lain yang scjenis
dengan ilu.

Reklame melckat (stiker) adalah reklame.yang herbentuk lembaran lepas,
disclenggarakan dengan cara discbharkan, dibwrikan atau dapat diminta
untuk ditempclican, dilckatkan, dipasang, diga i angkan pada suatu benda,
Reklame  sclebaran  adalah reklame yvang berbentuk  lembaran  lepas,
diselenggarakan dengan cara d.sebarkan, diberikan atau dapai diminta
dengan  ketlentuan  tidak  untuk  diterapelkan,  dilekatkan, «<ipasang,
digantungkan pada suatu benda lain,

Reklame  berjalan/kendaranan  adalah reklame yang ditempetkan  atau
ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan
alau dengan cara dibawa oleh orang, _

Reklame udara adalah reklame yang disclensgarakan di udara dengan

mcnggunakan eas, lascer, pesawat vdara atoon aba i yang sejenis.

Reklame  suara adalah reklame  yang  disclenggarakan dengan
menggunakan kata-kala yang  divcapkan  atau dengan suara yang
dittmbulkan dan/atau olch perantaraan alat.

Reklame  f{ihim/slide  adalah  reklame  yeng  disclenggarakaa  dengan
menggunakan klise berupa kaca atau ilm, atoo bahan-bahan yang scjents,
schagal alat untuk memproyveksikan dan/atau dipancarkan pada leyar
atan benda lain didalam ruangan.

Reklame perugnan adalah reklame yang disclenggarakan dengan cara
memperagalkan suatu barang dengan atau tanpu disertal suara.

Reklame balitio adalah reklame yvang terbuat dort kain, kayu atan plastik
darn/atau  scjenisnya  yang  disclenuggarakan  scceara  temporer untuk
memperkenalkan/menganjurkan  atau menmujtkan, menarik  perhetian

umurm kepada suatu barang, dan/atau jasa vang berhubungan dengan



24.

csedemikian rupa corak  dan ragamnya untuk  memperkenalkan/

(1)

suatu kegiatinn dan/atau pamceran yang depat dilihat dan dibaca oleh
masyarakat,

Reklame umbul-umbul  adalah  reklame  kau yang  dibuat  dasi kain

menganjurkan atau memujikan, menarik perbatin umum atau barang

dan/atau jasi vang vang berhubungan dengon suatu kegiaten dan/ateu
pameran  yang  dapat  dilihat dan dibaco olch masyarakal  dar
dise.cnggarakan sccara insidental/sementara,

- Surat Pemberitnhuan Pajak Dacrah sclanjutnva disingkat SPTPD adaiah

surazt vang olch Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan
dan/atau pembayaran pajak yvang terutang moenurut ketentuan peraturan
pertndang tndangan perpajakan dacrah,

BAB I
JENIS RISKLAM

Pusal 2

‘Jenis Reklame dibedakan menjadi:

a. Reklame tetap; dan

b, Reklame insidentil. ,

Reklame tetap schagaimana dimaksad pada cvit (1) merupakan Reklame
vang mendapatkan izin lertulis untuk penvelenggaraan Reklame yang
berlaku selanao 1 (satu) wwhun, terdir dart:

a. Reklame megatron/ videotron/ large electronic display (LED);

b. Reklame hando jalan;

¢. Reklame Dillboard/ papan nama; dan

d. Reklame jembatan penyeberangan orang.

Reklame  insidentil sebagaimana  dimaksud  poda ayval (1) merupakan
Reklame yany mmendapatkan izin tertulis untul penyelenggaraan Reklame

vang berlaku wurang dart 1 {satu) tahun, terdiri ari .
. Reklame baliho/kain/spanduk/umbul-umbut/poster, banner, suncreid,

shop sign; ,
b. Reklame melekat/stiker, tinplate;
¢. Reklame sclebaran/brosur/ leafleat,
. Reklame vdara;
¢, Reklame soeaag
[ Reklamc peragaan;
g, Reklamc horjalan termasuk yang ditempel pioada kendaraan bermeltor;
h. Recklame slide/im; dan
i, Rcklame neon sign.

BAB 11
PENGGUNAAN PANGGUNG REKLAME

Pasal 3
Pemerintah Dacrah menentukan ttik lokasi vuang diperbolchkan untuk
pemasangan Reklame. '



Pemerintah  Dacrah  dapat  membangun  ponggung rekdame  ditempat
tertentu di wilayvah Dacrah,

Panggung reklame scbagaimana dimaksicd pada ayat (2] yang
dibangun/diusahakan olch Penyelenggara Rebklame yang tidak sesuai
dengan  titik lokasi yang  diperbolehkan  oleh Pemerintah Dacran
schagaimana dimaksud pada ayal (1) seeelah nasa zimnya berakhir wajib
dibongkar. :

Reklame dapal dipasang pada panggiing reklarme milik Pemerinwah Dacreh
atau  panggung reklame  yang  dibangun/diusahakan  sendirnn oleh
penyelenggara Reklame.

Dalam hal Rcklame dipasang pada vanggung rcklame milik Pemerintah
Daerah, penvelenggara Reklame waj b membayviar pajak reklame, retribusi
pemakaian kekayaan dacrah dan biaya lainn,a scesual dengan kelentuen
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal  Reklame  dipasang  di poangeung  reklame  yang
dibangun/diusahakan oleh penyelenggara Roeklame, apabila masa wan
rcklame sudah bcerakhir dan tidak diperpanjung maka panggung reklame
wgyjib dibongkar.

BADB IV
STANDAR RIEKLAMIZ

Pasal 4

Sctiap pemasangan Rellame harus memenuhe stindar Reklame.

Standar Rekloone sebhagonmmana dimaksud pada avat (1) meliput

a. standar cuik _
vaitu st Reklame tidak bertentangan dengon unsur suku, agama, ros,
dan antar golongan (SARA} dan menjage nornna kesopanan:

b, standar esictika '
vaitu - beniuk  dan o penampilan Reklane mernperhatikan aspek

- <cindahais;

¢, atandar teiknis
vaitu Rekitnne yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan
consiruaks: sesunt dengan jenis Reklame:;

d. standar hskal
vailu  Reklame vang dipasang  telah metunast scluruh kewajinan
serpajakan, retribusl dan/atau pungutan lain sesuat dengan kewentuan
seraturan porundang undangoan;

¢, standar admimistrasi

' vailu Rekiame vang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sosual
dengan kotentuan peraturan perundang-undangan; dan

[.  standar kesclamatan
vaitu Reklame yang dipasang tidak mengeanggu lalu lintas dan tidak
membahavakan masyarakat disekitarnya.



(1)

(2)

(1)

BAI V
TIM TEKNIS PERIZINAN RENLLAME

Pasal 5

Dalam penyclonggaraan Reklan ¢, Pemerintin Dacrah membentuk Tim

Tekiis Perizinan Reklanmwe.

iim-sebaimana dimaksud pada ayvat (1) mempunval lugas, sebagai berikut:

a. menerima dan  memeriksa  kelergkapan dokumen  persyaratan
permohonan izin Reklame;

b. mengksji itk lokast yang dimohonkan untuk dipasang Reklame
dengan memperhatikan faktor keamanan, ketertiban, kehersihan,
keindahan, dan kelestarian lingkungan sert tidak mengganggu rambu-
rambu lalu lintas atau Reklame yang lain:

c. memberikan petunjuk, saran, dan masukan kepada pemohon Reklame

S atau biro reklame yang akan memasanyg atauw membangun  tempat
Reklame;

d. membuatl berita acara dan rckomendast disetyjul atau tidak disetujul
permohonan pemasangan Reklame berdasarkan hasil kajian dokumen
permohonan dan pemeriksaan di lapangan; dan

c. membuatl fuporan pelaksanaan lugas dan bertanggung jawab kepada
Bupati. _

Pembentukan Tim Teknis Perizinan Reklame scbagaimana dimaksud pada

ayal {1} ditelapkan dengan Keputusan Bupati.

BAL VI
RERJA SAMA PENGISLOLAAN RITKLAME

Pasal 6
Pada lokasi utau tempat lertentu dapat dipasang Reklame melalu kerja
sauna pengelolaan dengan pihak lain untuk mcendapat kontribusi, biaya
pembayaran pajak dan/atau biaya pengurusan perizinan pemasarigan.
Lokasi atau tcinpat tertentu schagaimana dimaksud pada ayat (1] valknoi
taman kota dan shelter angkutan kot
Kerja sama schagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat berupa:
a. Kerja samu pemanfaatan;
b, perjanjian scwa-menyewa,
¢. bangun scrah guna afau bangzun guna scrai; atau

. bentulk 1ain sesuat denean ketentuan peratooan perundang-undangan.

BAL VII
IZIN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal ¥
Sctiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame
sebagaimana  dimaxsud  dalam  Pasal 2 ayor (1) wajb  mengajukan

permehonan izin Reklame sccara tertulis kepada Bupati.



(1)

Bupati dapat mendelegasikan penyelenggaraan izin Reklame sebagaimana
dimaksud puda ayat (1) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang
Menangani urusan perizinan.

Pendelegasian scbagaimana dimaksud pada wocat (2) dengan menetapken

‘Keputusan Bupatl.

Bagian Kedua
Tola Cara Permohonan

. CPasal 8
Sctiap orang pribadi atau badan yang ake n nenyelenggaraken Reklame
letap schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurul a herus
mengajukan permohonan izin Rekbune  scecearn tertulis kepada DBumati
untuk:
a. Reklame wegatron/videotror/ large electronic display (LED);
b. Reklame bando jalan;

. Rcklame jembatan penyeberangan orang; oo

bl

< Reklame Diliboard/ papan ulkaran U2 m? atoog lebily,

Scliap orang pribadi alau badan yang akan mcenvelenggarakan Reklame

insidentil schngaimana dimaksud dalam Pasat 2 ayat (1) hurul b dan

billboard/papar.  dengan  ukuran  dibawah 12 m? harus mengajukan

permoehonan pan Relklnme sceara tertulis Nepada Oreanisasi Peranglal

Dacrah yang tienangani urusan perizinain,

Perimohonan  ivin Reklame  untuk  jenis Reklame  tetap  scbagaimana

dimaksud pada avat (1) melatul tahapan, sehagad berikut:

a. pengajuan permohonan izin Reklame;

b, rekomendast dart Tim Teknis Perizinan Reklame yang  dituangkan
dalam Berita Acara,

c. sctelah permohonan  disctujul; diterbitken Surat Keietapan Pajak
Dacrah dJdun/atav  Surat  Ketetapan  Rewribust Dacrah dan/atau
pungulan lain scsuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. berdasarkan surat kctletapan scbagaimana dimaksud pada huraf c,

pemohon membayar Pajak, retribusi, dan/aiou pungutan lain; dan

e. setelah  diperoleh buktt pembayaran  sebagaimana  dimaksud
pada hurul d, pcmohon mempereleh Surar Izin Pengelolaan Reklame
atau Surat lzin Pemasangan Reklame dengan menyertakan bukt
pembayaran dimalkesud.

Permohonan lzin Reklame untuk jenis Reklane insidental sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) mclalul tahapan, scbagiu berikut:

a. pengajuan permohonan izin Reklame;

b. sctelah permohonan  disetujui, diterbitkan  Surat Kelctapan Pajak
Dacrah don/atau surat ketetapan retribusi daerah dan/atau pungutan
lain sesuai aengan peraturan perundangan andangan;

¢. berdasarkan surat ketetapan schagaimana dimaksud pada hurut b,
pemohon membayar Pajak dan/alau retribusi, dan/atau pungutan lain;
dan _

d. setelah diperoleh buktl pembayaran schagaimana dimaksued
pada hurel o, pemoehon dapat memperolch surat izin pengelolaan
Reklame atau surat izin pemasangar Roeklame dengan menyertakan

bukti pen:bhavaran dimaksud.



(5)

(6)

(7)

Pada saat puembayaran Pajak, pemohon diberikan stiker sesual jenis

Reklame yang “limohon scbagai tanda legalitas vang harus diternpel pada
masing-masing Reklame. '

Scliap orang mau badan yang schelumnya telih memiliki izin dan telah
habis masa borlakunya apabila pemasangan rexlame akan diperpanjang,
wajib melakukin perpanjangan izin.

Terhadap izin pemasangan jenis Reklame (etap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yung akan habis masa berlakunya, dalam tenggang waktu 14
{cmpat belas) hari scebhelum berakhir masa berlakunya izin, pemegang izin
wajlh memperpanjang izin.

Untuk izin pumasangan jenis Reklame mmsicenn! vang akan habis masa
Lerlakunya wajib mengajukan permohoenan perpanjang dalam wakiu 2
(dua) hart scbelum berakhir masa berlakvaya s,

lzin pemasangan Rcklame tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak
lain, kecuali dengan persctujuan tertuiis dart Organisast Perangkal Dacrah
Vang menangani urusan perizinan.

Bagian ketiga
Persyaratan

Pasal 9
Permoehonan izin baru mengajukan permohon:an izin reklame sebagaimansa
dimaksud dalam Pasal 8 ayal (1) dilengkapt persvaratan dokumen:
a, rencana ganibar {(desain) Reklame;

b. denah lokasi Reklame;

. perselujnan pemilik tanaly,

. pengesahon gambar dan rekomendast teknes bangunan darl Organisesi

Perangkat Dacrah  yang menangant urusan pekerjaan umum untuk
jenis Reklumie tetap; ,

c. surat pernyataan bertanggung jawab bermaoieral cukup apabila terjadi
kecelalkaon  atau kerugian yang  ditimbaolkan  akibal  pemaesangan
Reklame; _

[. foto copy kontrak atau buktl lain bagi pemasang Reklame yang melalw
biro iklan: dan

g. jaminan blaya penurunan dan/atau pembongkaran Reklame berupa
Bank Garmst,

Pemohon izin  perpanjangan  mengajukan  permohonan  zin Rekdooe

schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal {1) dilengkapi persyaratan surat

perayataan kekuatan konstruksi dari tenaga ahli/badan usaha dibidang

pengkaiian  iohnis bangunan  dengan menvertakan o sertilikal  tenaga

ahli/badan us=aha yang bersangkutan dan foto copy kontrak bara.

Pasal 10
Organisasi Perangkat Dacrah yang menangani urusan perizinan memerksa
persyaratan  dokumen  permohonan  izin rekluine sebagal dasar urtuk
menerbitkan in reldame.
Dalam mencrbitkan izin reklame letap, Organisast Perangkat Dacrah yang
menangani  urusan perizinan  sckaligus moencrbitkan  lzin Mcendirikan
Bangunan (IMB) dengan jangka waktiu scsuai izin recklame,



(1)

(3)

- Papan/stiker izin rcklame sebagaimana dimalisud pada ayat

DBagian Keempit

Penanggunan dan Penolakan Perimohonan

Pasal 11

Permohonan izin Reklame schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal (1)

dan ayal (2) diingguhkan penyclesaiannya karena:

a. Pemerintety Dacrah masth memerlukan wakiu  tambahan uniuk
pemerikscan permohonan, khususnya kelontan konstruksi Rellame
can pertirnbangan lingkungan yang direncan.kan; .

b. Pemerintaly  Dacrah  sedang  menyusun, mengevaluasi, dan/awau
IMErevisi rencana ila ruang;

¢. terjadi sengheta hukum; dan; atau

d. dokumen persyaratan kurang lengkap dan/aiau tidak benar, .

Permohonan  jzin Reklame  dapat  ditolak  :pabila permohonar  vang

diajnkén bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penangguhan atou penolakan permohonan 1«4in Reklane schagatmana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan sceara tertulis kepada

pemohon discrud alasannya.

Bagian Kelima
Papan/Stiker Izin Reklare

Pasal 12
Setiap Reklae bherkonstruksi wajib memasang papan/stiker izin reklame.
Papan/stikker  izin reklame  sebagoimana  dimaksud pada  avat (1)
disedialkan olch Organisasi Perangkat Dacralr yang IMenarganl  urisan
perizinan, Ltesbuat darl plastik/scoret, dengio: warna dasar putth dan
tulisan hitam dengan hurul cetak atau balok.
Papan/stiker  izin - Reklame  scbagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
bertuliskan:
CPICMIESRINTAN KADBUPATEN WOGHNOSORBO
REKLAME INI SUDAH BERIZIN?
Masa Berlaku ... s/d ...

[

.

I

) harus
dipasang dan ditempetkan pada papan Reklamic,

Bagian Kcenam
Janinan Penurunan dan/atau Pernbongkaran

Pasal 13

Sc'l,iap penyclonagara Reklame dengen ukuran 12 m? atau lebih diwvajibkan
untuk menyclorkan jaminan biaya penurunan dan/atau pembonglkaran
Reklame berupa Bank Garansi,

Bank Garansi schagaimana dimaksud pada aynt (1) secara sepinak dapat
dicairkan  din  digunakan  oleh  Pemerintahh Daerah  sebagai biayva
opaerasion:al PUNUrLINan dan/atau pembonglaaran Reklame Jika
Penyelenggara Reklame  melanggar  ketentuan dan tidak  melakukan

pembongkaran, .

‘Apabila Penycienggara Reklame telah menurunkan dan/atav membongkar

Relklivme  sehelum jatuh tempo,  maka DBaok Garansi sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh PPenyelenggara Reklame di
Organisasi Perungkat Dacrah yvang menangani urusan perizinan dan bisa
dicairkan.

Besaran Bank Garanst schagaimana dimaksind pada avat (1) untuk biaya
penurunan dan/atau pembongkaran ditctapkan sebesar 25% (dua puluh
lima persen) duri Pajak terutang yang bersangkuoian,

BAT VI
TATA CARA PEMASANGAN REEKLAMIEC

Pasal 14
Pemasangan Reklame mulai dilakukan apabilic Penyeienggara Reklame
telah mendapaitkan surat keterangan sementar alau izin pemasangan dari
Kepala Organssces Peranglkat Dacraly vione menoegant uetsan perizinang,
Penvelenggarae Reklame  sebagaimana dimaisud  pada ayat (1) harus
memenuhi kcientuan antara lain:
a. materi Roklame tidak boleh berist tulisan yang mendiskreditkan
pemerintah dan Fersifat politis serta gambian porno;
b, jarak pandong antara Reklame satu dengan vang lain tidak boleh saling
Imenutupl:
¢. pemasangy Reklame  harus  moemperhatikan unsur kebersthan,
ketertiban, keindahan, dan kcamanan;
d. pemasangan Reklame tidak boleh menggangeu kepentingan umum; dan
¢ pemasangan Reklame harnya diperbolehkan pada tempat ataw titik yang

sudah dizinkan,

Pasal 15
Pemrasangan Reklame berkonstruksy sehagannson dimaksud daliom Pasal
12 ayal (1) dilarang:
. nenutupl rambu-rambu lalu lintas;
bh. menutupi pandangan pengguna jalan;
¢. mclebiht tept aspal jalan;
d. melintang, joiang
c. ditempel ciau dipakua di pohon;
[, merubah bontuk konstruksi yung tidak sesunt dengan gambar rencana
fdesain) yang telah disahkan oleh pejabat yong berwenang;
g. merubah penggunaan papan Reklame yang tidak sesual dengan izin
dan
h. memasang rcklame spanduk dengan cara mclintang jalan.,
Reklame tidak boleh dipasang ditempat, antara Lan:
a. tiang/gardu bistrik dan telepon;
L. jembatan;
¢, rambu-rambu lalu lintas;
d. tugu dan pawung;
¢. monumen scjarah;
tempat ibudah;
sckolah dion kampus; )
h.o gedung, kanitor, rumah dinas/rumah jabacos milik Pemerintah Dacrah,

TNI, dan 'oler;, dan

o



(1)

I pertamanan kota,

Pasal 16

Pemasangan Reklame harus sesuai dengan u'varan, ketinggian, bahan,
materi, gambar, warna, Utk lokasi, konstrukst dan ciri-cirt lninnva yang
tertera dalans izin pemasangan Reklame serla berdasarkan kelentuan yang
telah ditetapkuir oleh Tim Teknis Perizinan Reklame,

Terhadap pemuasangan Rcklame yang tidak scsuai dalam izin Pemasangan
Reklame  scehagaimana dimaksoad  pada ayia (1), dinyatakan  schagai
Reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus lzir Pemasangan
Reklame baro dan membayar Pajulk sesuan dengan ketentuan peratura

perundang-uccdangan.

Pasal 17
Apabila penyelenggara Reklame dalam. janglka waktu 3 (tiga) bulan
A 55 Jang &

terhitung sejok tanggal dikeluarkannya izin beluin melakukan pemasangan
Reklame, maka izin dicabut oleh Organisas: Perangkat Dacrah yang
menangani urisan perizinan.

Sctiap pelaksinaan pemasangan Reklame vange elah diizinkan harus

I = . £

memenuhi syarat standar keamanun bagl orang lain maupun pengguna
jalan dan standar teknis kontruksi pemasanga.

BALIX
PENCABUTAN IZIN

_ Pasal 8

lzin pemasangan Reklame tetap dapat dicabat dan dinyatakan  tidak

berlaku apabiia:

a. pada Recklame yang bersangkutan tidak sesual dengan izin yang
~diberikan schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {1}; '

L. pemasangan  Reklame dan  konstruksinya - tidak  sesual  dengen
ketentuan vang telah ditetapkan oleh Tim Telinis Perizinan Rekiame;

. hasil evaluast konstruksi dapal membabocakan keselamatan omum
dan tdak mengindahkan surat peringaton dari Organisasi Perangkat
Daerah yunyg menangani urusan perizinan untuk memperbaiki sesual
dengan standar tcknis yang berlaku; dan

d. melangear ketentuan  yvang  mengatur  mengenai penyelenggarann
Reldhoe,

Schelum izin schagaimana dimaksud pada ayval (1) dicabut, Organisasi

Pernngkalt Dadeah yang menangani urusan perizinan terlebibh - dahulu

memberikan  Surat  Peringatan - kepada pemilik Reklame  dan/ataun

Pemegang izin sebanyvalk 3 {tiga) kali yang masioy, masing berjanglar walktu

7 (t.yuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dinmeassad,

Apabila janghka waktu scbagaimana dinnaksud pada ayat (2) berakhir dan

belum ada tindokan nyata dart pemilik Reklame dan/atau pemegang izin,

maka Kepala Organisast Perangkat Dacralhv vang menangan! wrusan

perzinan mengcluarkan keputusan temtang pencabutan izin.,



(1)

Pasal 19
Apabila izin pumasangan Reklame telah dicabut maka penyelenggaraan
Rek:ame diny atakan tidak beriaka,
Apabila dalivo angka waktu paling lama 7 (ujuh) harn kalender seteah
dicabulnya i-in, yang bersamgkulan tidak mcinksanakan pembongkaran,
maka Satuan Polist Pamong Praja berwenang melakukan penutupan
dan/atau pemibongkaran Reklame dimaksud.

BAL X
PENICRTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN RIEKLAME

Pasal 20
Reklame yang sudah terpusang tetapt
a. belum maenitiki Izin Reklame;
b. belum mombayar Pajak;
c. 1zin Reklairic vang sudah habis masa berlakunya; can
d. pemasangan Reklame yang tidalk sesual dengan, izin yang dibernikan;
dikenakan  sonkst  administratl bherupa peringatan tertulis untuk
mengurus lzin Reklame dan denda.
Sanksl denda sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) sesual dengan
fietentuan peraturan daerah tentang Pajak Dacrih.
Peringatan terinlis sehagiimana dimaksud podda ayat (1) dilakukan oleh
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja scbanyalk & (iiga) kali berturat-turut
dalam sclang, wakiu 7 (tujuh) har untuk peringatan tertulis pertama, 3
(tiga} harl untuk peringatan tertulis kedua. dan 1 {satu) hari untuk
peringatan tectulis ketigs.
Penyelenggar. Reklame apabila tidak mengidahkan peringatan tertulis
scbagaimana  dimaksud  pada  ayat (3) dikenakan  sanks!  perintah
pembongkaran.

Pusal 21 )
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menctapkan Reklame untuk dibongkar
dengan  sural penctapan  pembongkaran  schagai tindak  lanjut  der

dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.

Surat perintah pembongkaran  scbagaimana  dimaksud pada ayat (1)
memual  baias wakiu  pembongkaran, proscdur  pembongkaran, dan
ancaman salilks: terhadap sebab pelanggaran,

Pembongkarin Reklame sebagaimana dimaksod pada ayat (1) merupakan
kewajiban penyelenggara Reklame.

Dalam hal pembongkaran Reklame tidak dilaksanakan oleh penyclengeara
Reklame terhinung 30 (lLiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan
perintahy pemmbongkaran,  malka Pemerindah Dacraby dapat nrelaknkan
pembongkaran,

Biava pemboavkaran schagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan
kepada penyelenggara Reklame,



BAD XI
HAK DAN KIEWAJIBAN

Pasal 22
Scliap orang priladi atau badan yang telah mendapatkan izin Reklame berhale
untuk scgera mongerjakan pemasangan reklame.

Pasal 23 _

Penyclenggara Rokiame atau pemegang izin Reklome mempunyal kewajiban

schagal berikul

a. membayar Pajik, sewa tanah, jaminan Denurunan dan/atau pembongkaran,
serla memenuhit administrast lainnya sesuel dengan peraturan peruandang-
undangar,

b. menjaga  keruninn, kebersihan, ketertiban, kondahan, dan k:amarnan
terhadap Rekliine vang dipasang;

c. mentaal jangics waktu berlakunya izin Reklame vang telah diter.tukan;

d. memperbaikn oo menggant apabila Reklame rusil;

¢. membongkar kellame beserta bangunan konstruksinya apabila sudah habis
masa berlaku izin, setelah izin dicabut, dan apabila sewaktu-wekiu ada
keberatan atau erjadi permasalahan dengan pihak lain yang tidak bisa
disclesatkan sceara musyawarah mulakat; dan '

oo boertangeung oaab o scealn resiko vang  ditimbulkan dart pemasangam
Relkleune.

[BAT3 X1
PIRLINDUNGAN

Pasal 24
(1) Penvelenggar, Reklame mendapatkan  periindungan dari Pemeriniah
acrah  berapa jaminan  bahwa  penycelenggaraan  Reklame  tetap
terselenggara sompal berakhirnya masa izin.
(2) Dalam hal kepentingan pembangunan yang diliksanakan oleh Femerintah
Dacrah, keborodaan Reklame vang masa wzinmya belum berakhir danat
dipindahkan wcsual dengan arahan dari Pemerinnah Daeral,

BADB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25
(1} Pengawasan  dan pengendalian terhadap penyelengearaan Reklameo
dilaksanakan ¢ich:
a. Organisaz Uerangkat Dacrah vang menangani Paj‘ak Daerah, dalam hal
leknis di Lidang Pajak; dan
L. Organisa-s PPerangkat Dacrah yvang merangani urusan perizinan, dalam
hal adminisirasi pelayanan [zin Reklame.
(2) Kegiatan pengawasan  schagaimana “dimaksud  pada ayat (1) meliputi
pemieriksaan fuagst/peruntukan Reklame.



(3) Kegiatan peoendalian schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
peninjauan l.kasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan

pengenaan sonkesi.

BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
(1) Izin penyelengearaan  Reklame yang  diterbitkan  sebelum  berlakunya

Fat e
Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
(2) Permohonan izin penyvelenggaraan Reklame baik permohonan baru atau

perpanjanga:, diproses sesual dengan Peraturan Bupatl ini.
BAL XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Peraturan Bupati inii mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupali ini denga.. penempatannya dalam Berita Ducrah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tunggal b Tovesvor 204k
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pada tanggal 4 Hovemtoer 2095
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